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ABSTRAK :                  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan 
Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu 
menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemilihan Akreditasi Pemantau 
Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020,-. 

  bahwa untuk menyesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang 
Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan lembaga Survei atau 
jejak Pendapat dan Penghitungan cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2020,-. 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 43/PP.03.2-Kpt/65/Prov/X/2019  
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi 
Pemantau Pemilihan dalam negeri dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020,-. 

    

Dasar  Hukum  Keputusan  Komisi   Pemilihan   Umum Provinsi Kalimantan 

Utara  ini   adalah :    

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016  tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130); 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012;Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017;PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja 



Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 201); PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);PKPU Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman 
Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Utara Nomor 26/PP.01.2-Kpt/65/Prov/VI/2020 Tentang 
Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
36/PP.01.2-Kpt/65/Prov/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program 
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
Kalimantan Utara Tahun 2020;PKPU Provinsi Kalimantan Utara Nomor 
42/PP.01.2-Kpt/65/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi, 
Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020; 

 
Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara 

Nomor 32 /PP.03.2-Kpt/65/Prov/VII/2020 diatur tentang: 

Menetapkan Pedoman teknis Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian 
Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2.Formulir 
Pendaftaran Surat  Pernyataan, Tanda Terima, Surat Pengantar, Sertifikat, 
Tanda Pengenal dan Sistematika Laporan Pelaksanaan Pemantau Pemilihan, 
dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini; 3.Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU digunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi 
Kalimantan Utara untuk melaksanakan Pendaftaran Pemantau Pemilihan, 
dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020; 
4.Proses pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak 
Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Kalimantan Utara yang sedang berlangsung dan yang akan 
dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam 
Pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini; 

 
 

CATATAN  :             -      Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Utara ini berlaku sejak tanggal 
ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2020. 


